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Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan
membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur
dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat
sederhanaini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk mendasari pertimbangan
Majelis Hakim untuk memutus pailit dalam putusan pengadilan niaga. Hal ini cenderung tidak proporsional
karena merugikan pihak debitur, dimana Prinsip Keadilan adalah salah satu Prinsip atau Asas yang
mendasari Hukum Kepailitan di Indonesiayakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanyainsolvency test dapat menunjukan bahwa seseorang
atau suatu perusahaan sebagai debitur dalam keadaan solven atau insolven, sehingga dapat dipertimbangkan
apakah aset-aset yang dimiliki oleh debitur dapat membayar utang-utangnya atau tidak. Tidak adanya
penerapan insolvency test dalam proses kepailitan menutup kemungkinan untuk melihat hal-hal tersebut
sehingga debitur dapat dengan mudah untuk dipailitkan. Sehingga, insolvency test perlu untuk diterapkan
dalam proses kepailitan serta diperbaharui peraturannya agar tidak menciderai prinsip keadilan yang
menjadi dasar dari hukum kepailitan di Indonesia.

...... The application of bankruptcy law in Indonesiato declare someone or a company bankrupt requires
simple proof, where it only needs the condition of having two or more creditors and at least one debt that has
matured and is demandable. This very simple proof does not include the insolvency test as one of the
conditions to substantiate the consideration of the Judges Panel to decide bankruptcy in acommercial court
ruling. This tends to be disproportionate as it harms the debtor, where the Principle of Justice is one of the
principles underlying Bankruptcy Law in Indonesia, namely Law Number 37 of 2004 concerning
Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The existence of an insolvency test can show
that an individual or a company as a debtor isin asolvent or insolvent condition, so it can be considered
whether the assets owned by the debtor can pay off its debts or not. The lack of the application of the
insolvency test in the bankruptcy process closes the possibility of examining these matters, making it easy to
declare bankruptcy for debtors. Thus, the insolvency test needs to be applied in the bankruptcy process and
its regulations need to be updated to avoid undermining the principle of justice that is the basis of
bankruptcy law in Indonesia
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